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ABSTRAK 

Di tengah perkembangan sosial dan budaya masyarakat saat ini. Problematika 

kewarisan ini juga merupakan salah satu kasus yang sangat berpotensial 

menimbulkan konflik, termasuk problematika kewarisan beda agama yang menjadi 

salah satu penghalang hukum waris. Permasalahan kewarisan beda agama bukan 

merupakan masalah baru yang terjadi di masa sekarang ini, khususnya di Indonesia. 

Di Indonesia hukum kewarisan Islam telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum 

Islam  Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung nomor 16K/AG/2010. Terdapat 

perbedan status akhir penerimaan hak waris kepada istri non muslim yang berbeda 

keyakinan tersebut. Sehingga perlu adanya analisis perbedaan kedudukan istri non 

muslim dalam kedua hukum tersebut. Begitu pula dari kacamata keadilan, karena 

seorang istri tentunya mempunyai harta bersama dan bertanggung jawab penuh 

setelah kematian suaminya. Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan 

dalam sejarah umat manusia, termasuk teori keadilan Al-Farabi dan Aristoteles. 

Penelitian ini bersifat kepustakaan, dengan pendekatan filosofis. Sumber data 

penelitian ini meliputi bahan primer berupa data Kompilasi Hukum Islam Pasal 

171, Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, dan teori keadilan Al-Farabi & 

Aristoteles. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif-kualitatif-komparatif dengan deskripsi yang bertitik tolak pada suatu 

pokok permasalahan serta memberikan kesimpulan, dan penulisan yang 

membandingkan antara data satu dengan data yang lainnya kemudian ditarik 

kesimpulan. 

Hasil Penelitian menujukkan bahwa: Pertama, kedudukan istri non muslim 

menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung 

No.16K/AG/2010 memiliki kesamaan yaitu bukan merupakan ahli waris. Serta 

perbedaan di antara dua hukum tersebut yaitu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 

171 istri non muslim tidak mendapatkan harta warisan, sedangkan pada Putusan 

Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 istri non muslim mendapatkan harta warisan 

melalui wasiat wajibah. Kedua, berdasarkan teori keadilan Al-Farabi kedudukan 

istri non muslim pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah 

Agung No.16K/AG/2010 sudah sesuai dengan dengan prinsip keadilan. Dan 

berdasarkan teori keadilan Aistoteles, kedudukan istri non muslim pada Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 tidak 

sesuai dengan prinsip keadilan. 

 

Kata Kunci: Istri non Muslim, Kompilasi Hukum Islam Pasal 171, Putusan 

Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, Keadilan 

 



 
 

 iii  

 

ABSTRACT 

In the midst of the social and cultural development of today's society. This issue is 

also one of the cases that has the potential to cause conflict, including the problem 

of inheritance of different religions which is one of the obstacles to inheritance law. 

Inheritance of different religions is not a new problem that occurs today, especially 

in Indonesia. In this country, Islamic inheritance law has been explained in the 

Compilation of Islamic Law Article 171 and Supreme Court Decision number 

16K/AG/2010. There are differences in the final status of receiving inheritance 

rights to non-Muslim wives of different beliefs. Hence, there needs to be an analysis 

of the differences in the position of non-Muslim wives in the two laws. Moreover, 

viewed from the perspective of justice, a wife must also have joint assets and be 

fully responsible after the death of her husband. There are various theories of justice 

in the history of mankind, including those of Al-Farabi and Aristotle. 

This research is a library research with a philosophical approach. The sources of 

this study include primary data in the form of the Compilation of Islamic Law 

Article 171, the Supreme Court Decision No.16K/AG/2010, and the theory of 

justice of Al-Farabi and Aristotle. The data were analyzed using qualitative 

comparative analysis method, in which the description includes discussion of the 

main issues, comparison of data, and drawing conclusions. 

The results show that first, there is a similarity in the position of non-Muslim wives 

according to the Compilation of Islamic Law Article 171 and Supreme Court 

Decision No. 16K/AG/2010, namely that they are not heirs. Additionally, a 

difference between the two laws is that in the Compilation of Islamic Law Article 

171, non-Muslim wives are not given inheritance, while in Supreme Court Decision 

No.16K/AG/2010 non-Muslim wives have inheritance through mandatory wills. 

Second, based on Al-Farabi's theory of justice, the position of non-Muslim wives 

in the Compilation of Islamic Law Article 171 and Supreme Court Decision No. 

16K/AG/2010 is in accordance with the principle of justice. However, based on 

Aristotle's theory of justice, the position of non-Muslim wives in the Compilation 

of Islamic Law Article 171 and Supreme Court Decision No. 16K/AG/2010 is not 

in accordance with the principle of justice. 

 

Keywords: Non-Muslim Wives, Compilation of Islamic Law Article 171, 

Supreme Court Decision No.16K/AG/2010. Justice 
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HALAMAN MOTTO 

 

باِلْعدَْلِ  تحَْكُمُوْا انَْ  النَّاسِ  بَيْنَ  حَكَمْتمُْ  وَاذِاَ   

 

‘Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu 

menetapkannya dengan adil” 

(Q.S. An-Nisa’ Ayat 58) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pada dasarnya, terdapat beberapa pedoman transliterasi Arab latin. Berikut 

ini disajikan pola transliterasi Arab latin berdasarkan keputusan bersama antara 

Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan 

No. 0543b/1987. Adapun uraiannya secara garis besar adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan denga huruf 

dan tanda sekaligus. 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

  Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

  Ba  B/b Be ب

  Ta  T/t Te ت

 ṡa  Ṡ/ṡ Es (dengan titik di atas) ث

  Jim  J/j Je ج

 Ḥa  Ḥ/ḥ ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha  Kh/kh Ka dan ha خ

  Dal D/d De د

 Żal  Ż/ż Zet dengan titik di atas ذ

  Ra  R/r Er ر

  Zai   Z/z Zet ز

  Sin S/s Es س

 Syin   Sy/y Es dan ye ش

 Ṣad  Ṣ/ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad  Ḍ/ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa Ṭ/ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa Ẓ/ẓ Zet (dengan titik dibawah) ظ

 Ain ‘_ Koma terbalik di atas‘ ع

  Gain  G/g Ge غ

  Fa  F/f Ef ف



 
 

 x  

 

  Qaf  Q/q Qi ق

  Kaf  K/k Ka ك

  Lam  L/l El ل

  Mim  M/m em م

  Nun  N/n en ن

  Wau W/w W و

 Ha  H/h Ha ه

  Hamzah  ...’... Apostrof ء

 Ya  Y/y Ye ي

 

B. Ta’ Marbuṭah  

Transliterasi Ta’ marbuṭah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbuṭah hidup 

Ta’ marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, 

dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. 

2. Ta’ marbuṭah mati 

 Ta’ marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. Jika pada suatu kata yang berakhir dengan ta’ 

marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu di transliterasikan 

dengan ha (h). 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl- رَوْضَةُ الأطَْفَال  

   -rauḍatul aṭfāl 

رَةُ  يْنَةُ الْمُنوََّ  al-madῑnah al-munawwarah- المَد 

   -al-madῑnatul munawwarah  

 ṭalḥah-  طَلْحَة  

 

 

C. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 

tunggal dan vokal rangkap. 
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1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin Keterangan 

َ_ Fathah A A 

 - Kasrah I I 

ُ_ Dammah U U 

   

Contoh:  

 yaźhabu-  يَذْهَبُ    kataba- كَتبََ 

رَ    fa’ala- فعََلَ   źukiro-  ذكُ 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Harakat dan 

huruf 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 fathah dan ya Ai a dan i  يْ -َ

 fathah dan wawu Au a dan u  وْ -َ

 

D. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.  

Harakat dan 

huruf 
Nama Huruf dan tanda Keterangan 

  ي–َ ا -َ
Fathah danalif 

atau ya 
Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas  ي- 

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas  و -ُ
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E. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostof. Namun hal tersebut 

hanya berlaku ketika hamzah berada di tengah atau akhir kata. Bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa 

alif. 

Contoh:  

أكََلَض      - akala 

  ta’kulūna -  تأكُْلوُْنَ  

 an-nau’u -  النَّوْءُ  

 

F. Syaddah (tasydid) 

Dalam transliterasi tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh:  

 rabbana - رَبَّنَا  

لَ    nazzala - نَزَّ

 al-ḥajju - الحَج   

 

 

G. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
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Contoh:  

جُلُ   ar-rajulu - الرَّ

 asy-syamsu - الشَّمْسُ 

2. Kata sambung yang diikuti huruf qamariah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan 

sesuai dengan antara yang digariskan di depan dan sesusai dengan 

bunyinya. 

Contoh: 

 al-qalamu -  الْقَلَمُ  

يْعُ   al-badī’u - البَد 

 

H. Huruf Kapital  

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan 

permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang. Maka yang 

ditulis dengan huruf kapital tetaphuruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya.  

Contoh:  

د  إ لََّّ رَسُوْل  وَ   مَا مُحَمَّ   - wa mā Muhammadun illā rasūl 

I. Penulisan kata-kata 

Pada dasarnya setiap kata. Bail fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
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dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dapat 

dilakukan dengan cara dipisah per kata atau dapat dirangkaikan, 

Contoh: 

يْمُ الخَل يْلُ    Ibrahim al-khalil- إ بْرَاه 

  -Ibrāhim al-khalil 
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KATA PENGANTAR 

يْم   ح  حْمَن  الرَّ   ب سْم  اللََّّ  الرَّ

ه  اللهُ فلَاَ  نْ سَي   ئاَت  أعَْمَال نَا، مَنْ يهَْد  نَا وَم  نْ شُرُوْر  أنَْفسُ  يْنهُُ وَنسَْتغَْف رُهُ، وَنَعوُذُ ب الله  م  َّ  نَحْمَدهُُ وَنسَْتعَ  إنَّ الْحَمْدَ لِلَ 

داً عَبْدهُُ وَرَسُوْلهُُ    يْكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ يَ لَهُ , أشَْهَدُ أنَْ لََّ إ لَهَ إ لََّّ اللهُ وَحْدهَُ لَّشََر  لَّ لَهُ وَمَن يضُْل لْهُ فلَاَ هَاد  مُض 

يْنَ.  وَ عَلى الَه  وَ صَحْب ه  اَ جْمَع 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan hukum di tengah masyarakat, dapat diartikan sebagai 

sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat. Selain itu juga dijadikan 

sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. 

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum 

mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok hukum adalah mencapai tatanan 

masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan 

terciptanya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan manusia terlindungi. 

Ketertiban merupakan salah satu yang harus diperhatikan dan sangat penting 

dalam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia.  

Negara hukum tidak boleh apatis terhadap perjuangan dan setiap upaya 

untuk menegakkan keadilan. Keadilan yang menjadi tujuan utama hukum yang 

selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Konsep keadilan 

sangat penting dalam menjalani kehidupan, hal ini bertujuan untuk 

keseimbangan dan keselarasan antara hak dan kewajiban seseorang dalam 

upaya mencari kebenaran atau pembenaran. Berdasarkan hal tersebut, hukum 

hanyalah sekumpulan huruf, kata, dan kalimat saja, ketika hukum tidak 

mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan. Sebuah negara hukum dituntut 

sebuah konsep keadilan yang dapat menyentuh dan memulihkan berbagai 

persoalan hukum untuk memuaskan rasa keadilan semua pihak. Oleh karena 

itu, untuk menegaskan kepastiannya untuk mencapai keadilan, sebuah negara 
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hukum harus mampu merumuskan konsep hukumnya dalam suatu afirmasi 

yang bersifat konstitusional. 

Di tengah perkembangan sosial dan budaya masyarakat saat ini, hukum 

kewarisan menjadi kehilangan ruh dan keadilannya. Problematika kewarisan 

ini juga merupakan salah satu kasus yang sangat berpotensial menimbulkan 

konflik antar keluarga, termasuk problematika kewarisan beda agama yang 

menjadi salah satu penghalang hukum waris. Permasalahan kewarisan beda 

agama bukan merupakan masalah baru yang terjadi di masa sekarang ini, 

khususnya di Indonesia yang masyarakatnya menganut agama yang heterogen 

dan dimungkinkan akan kembali terjadi kasus yang sama apabila tidak adanya 

aturan yang jelas dan tegas yang mengatur masalah kewarisan beda agama.1 

Para ulama fuqaha melalui ijma’ telah sepakat bahwasanya perbedaan 

agama antara orang yang mewariskan (pewaris) dengan orang yang menerima 

warisan (ahli waris) merupakan penghalang untuk saling mewarisi, baik antara 

orang Islam tidak dapat mewarisi kepada non-Islam dan juga berlaku 

sebaliknya2. Para imam fuqaha mendasarkan pendapatnya pada hadis 

Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim, yakni:3 

 

 
1 R Rizkal, “Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim 

Berdasarkan Wasiat Wajibah,” Jurnal Yudisia, Vol.9:2 (Agustus 2016), hlm. 2. 

 
2 Habiburrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: 

Kencana, 2011), hlm. 9. 

 
3Al-Bukhari, Sahih al- Bukhari “Kitab Faraid” (Beirut: Dar al Fikr. T.t), VII:11. 
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“Dari Usamah bin Zaid r.a, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, 

“orang Muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir 

tidak boleh mewarisi harta orang Muslim”.” 

Selain itu, dalam hukum positif tolak ukur dalam terapan pelaksanaan 

kewarisan yaitu kedekatan dan kejauhan mereka dalam keluarga. Derajat yang 

lebih dekat dapat menghalangi yang jauh dan apabila jumlah keluarga dekat 

dalam satu derajat yang sama, maka setiap individu tersebut mendapatkan 

bagiannya masing-masing, sedangkan dalam hukum Islam melekat pada asas 

personalitas keislaman.4  

Hukum kewarisan dalam Islam telah dibangun sejak abad ke tujuh 

masehi, dalam tatanannya tidak mengalami perubahan karena hukum waris 

Islam dianggap hukum Tuhan yang berlaku sepanjang masa dan tidak 

menerima perubahan. Dengan semakin banyaknya problem-problem sosial 

yang berhubungan dengan hukum kewarisan Islam yang tidak bisa dihindari, 

menjadikan pemantik para pemikir-pemikir Islam maupun yuris-yuris Islam 

untuk melakukan penemuan hukum (ijtihad) dengan menggali nilai-nilai yang 

bersifat universal dalam Qur’an maupun Sunnah.5 Hukum tentang kewarisan 

 
4 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 

2001), hlm. 21. 

 
5 Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam 

Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 

2016), hlm. 9. 
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merupakan hukum yang sangat lugas dan jelas dan diatur dalam Qur’an dan 

Sunnah secara qath’iy. 

Hukum Islam di Indonesia berkembang di tengah masyarakat dengan 

sistem nilai-nilai yang digali oleh para mujtahid yang bersumber dari Qur’an 

dan Hadist, dan budayanya, lambat laun mengubah norma-norma yang ada 

pada masyarakat yang berlaku sebelumnya. Takamul (sempurna), wastiyyah 

(harmonis) dan harakah (dinamis), merupakan ciri-ciri hukum Islam, dan 

diharapkan mampu mengakses berbagai budaya dan aktivitas masyarakat 

menuju kemaslahatan melalui jalan optimalisasi ijtihad.6 Jika ajaran Islam 

diwujudkan melalui penalaran hukum Islam, maka hal ini dapat menjadikan 

efektivitas hukum Islam lebih relevan dengan perkembangan dan perubahan 

masyarakat. Dengan perkembangan fenomena sosiologis kontemporer, hukum 

Islam telah membuka pintu ijtihad yang lebih luas, yang bertujuan untuk 

menegakkan keadilan dan kemaslahatan nilai-nilai kemanusiaan.  

Hukum kewarisan Islam telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum 

Islam. Kompilasi Hukum Islam merumuskan pelaksanaan tiga persolaan pokok 

dalam keperdataan Islam yang berkaitan dengan kondisi sosial yang sangat 

mendesak, yaitu perkawinan, kewarisan dan perwakafan.7 Hukum kewarisan 

diatur pada buku II Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Dan untuk ahli waris 

dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 171 sampai 175.  

 
6 Habiburrahman, Rekontruksi Hukum..., hlm. 9. 

 
7 N Naskur, “Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Al-

Syir'ah, Vol.6:2 (2016), hlm. 6.  
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Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 menentukan bahwa hukum 

kewarisan adalah hukum yang mengatur mengenai pemindahan menyangkut 

kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak 

menjadi ahli waris dan berapa bagian yang diterima masing-masing. Harta 

peninggalan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa 

benda maupun hak-haknya. Adapun harta waris adalah harta bawaan yang 

ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris 

selama sakit sampai meninggalnya, termasuk didalamnya biaya pengurusan 

jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Ahli waris yang 

dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 yaitu orang yang 

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam, dan 

tidak tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. Pada syarat ini 

menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan 

ahli waris yang sama-sama beragama Islam. Apabila terjadi perbedaan 

keyakinan maka tidak ada hak untuk mewarisi.  

Pada kenyataan sekarang ini, para hakim di lingkungan peradilan dalam 

memeriksa dan memutuskan perkara kewarisan beda agama mulai 

mengesampingkan ketentuan fikih dan aturan hukum positif yang berlaku di 

Indonesia mengenai masalah kewarisan.8 Hal ini telihat pada yurisprudensi 

hukum di Indonesia terdapat putusan hakim dalam tingkat pengadilan Agama 

atau Pengadilan Tinggi Agama ataupun Mahkamah Agung yang memberikan 

sebagian harta peninggalan pewaris kepada seorang ahli waris yang berlainan 

 
8 R Rizkal, Pemberian Hak Waris ..., hlm. 2. 
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agama melalui wasiat wajibah.9 Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 

16K/AG/2010 pemberian hak kewarisan pada istri non muslim sebagai ahli 

waris dalam bentuk wasiat wajibah.  

Perbedan status akhir penerimaan hak waris kepada ahli waris 

khususnya istri non muslim yang berbeda keyakinan tersebut perlu dilihat dari 

kacamata keadilan, karena seorang istri tentunya mempunyai harta bersama 

dan bertanggung jawab penuh setelah kematian suaminya. Hak dan kewajiban 

yang sama-sama digadang-gadang oleh setiap manusia memiliki makna yang 

berbeda-beda, sehingga suatu konsepsi keadilan dalam menentukan hak dan 

kewajiban manusia sangatlah berpengaruh. Tegaknya suatu keadilan akan 

membuat setiap orang merasa aman dan nyaman.  

Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dalam sejarah umat 

manusia, atau lebih tepatnya setelah manusia mengenal dan membangun 

peradabannya. Teori-teori ini menyangkut hak, kebebasan, peluang kekuasaan, 

pendapatan, dan kemakmuran. Dalam sejarah tercatat para filosof yang 

membahas tentang keadilan dari tataran ide, konsep, maupun penerapannya. Di 

antara teori-teori tersebut terdapat teori keadilan filusuf Islam klasik dan teori 

keadilan filusuf barat.  

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk 

membahas tentang kedudukan istri non Muslim dalam kewarisan menurut 

 
9 Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan 

Abstraks Hukum Islam di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam 

Sistem Hukum Nasional, Penyuting Cik Hasan Bisri (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 

hlm. 2-3. 



7 

 

 
 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung 

No.16K/AG/2010. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perbandingan kedudukan istri non Muslim dalam kewarisan 

menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah 

Agung No.16K/AG/2010? 

2. Bagaimana teori keadilan Al Farabi dan Aristotles dalam memandang 

kedudukan istri non Muslim dalam kewarisan menurut Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui perbandingan kedudukan istri non Muslim dalam 

kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan 

Mahkamah Agung No.16K/AG/2010. 

b. Mengetahui teori keadilan Al Farabi dan Aristotles dalam memandang 

kedudukan istri non Muslim dalam kewarisan menurut Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung 

No.16K/AG/2010. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah khazanah 

keilmuan tentang hukum Islam khususnya masalah hukum kewarisan 

beda agama. 

b. Secara praktis, penelitian ini secara umum diharapkan berguna bagi 

masyarakat umum maupun mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

D. Telaah Pustaka 

Guna mendukung penulisan ini, maka penulis terlebih dahulu menelaah 

beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan, yaitu sebagai berikut: 

Tesis karya Najib Ihda Basofi, Universitas Islam Negeri Antasari 

Banjarmasin tahun 2018 yang berjudul “Analisis Keadilan Hukum Wasiat 

Wajibah Kepada Istri Non Muslim (Studi Kritis Putusan MA 

No.16K/AG/2010)”. Tesis ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah 

Agung Nomor 16K/AG/2010 belum memenuhi keadilan hukum al-mashlahah 

al-mursalah, karena yang digunkaan hakim tidak memenuhi persyaratan 

diterima menjadi sebuah dalil hukum melainkan merupakan mashlahah 

mulghah yaitu mashlahah yang ditolak oleh nash karena bertentangan dengan 

nash dan juga maqashid asy-syari’ah. Pada Tesis ini terdapat kesamaan yaitu 

mengkaji Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 terkait kedudukan 

seorang istri non muslim dalam kewarisan, namun penelitian yang penulis 
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lakukan yaitu tentang kedudukan seorang istri non muslim berdasarkan teori 

keadilan hukum, sedangkan Tesis karya Najib Ihda Basofi mengkaji analisis 

tersebut menggunakan teori al-mashlahah al-mursalah, maqashid asy-

syari’ah, dhawabith al-mashlahah fi asy-syari’ah al-islamiyyah.10 

Skripsi karya Auliya Rifki Tesya, Institut Agama Islam Negeri 

Purwokerto tahun 2018 yang berjudul “Wasiat Wajibah Bagi Istri non Muslim 

Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Putusan MA No.16K/AG/2010)”. Skripsi ini 

menyimpulkan bahwa Istri non Muslim sebagai ahli waris dalam perkara 

wasiat wajibah untuk kemudian ditinjau dari Hukum Islam, adalah belum tepat 

karena dalam kitab-kitab Fikih dinyatakan bahwa berlainan agama merupakan 

salah satu penghalang mewarisi. Pada skripsi ini terdapat kesamaan yaitu 

membahas istri sebagai ahli waris yang berlainan agama dengan analisis 

Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, tetapi penelitian yang penulis 

lakukan yaitu meneliti kedudukan seorang istri non muslim dalam kewarisan 

menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah 

Agung No.16K/AG/2010, sedangkan skripsi karya Auliya Rifki Tesya meneliti 

wasiat wajibah istri non Muslim ditinjau dari Hukum Islam.11 

Skripsi karya Miftakhul Hakim, Universitas Islam Negeri Walisongo 

Semarang tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Ahli 

 
10 Najib Ihda Bashofi, “Analisis Keadilan Hukum Wasiat Wajibah Kepada Istri 

Non Muslim (Studi Kritis Putusan MA No.16K/AG/2010)”, Tesis Program Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Antasari (2018), hlm. 144. 

 
11 Auliya Rifki Tesya, “Wasiat Wajibah bagi Isti non Muslim ditinjau dari Hukum 

Islam (Studi Putusan MA No.16K/AG/2010)”, Skripsi Program Sarjana IAIN Purwokerto 

(2018), hlm. 65. 
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Waris Beda Agama (Analisi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 

16K/AG/2010)”. Skripsi ini nmenyimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

mendasar antara hukum Islam dengan Putusan Mahkamah Agung, namun 

realitasnya tampak pada Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 yang 

memberikan hak waris kepada seorang istri yang berbeda agama dengan 

suaminya sebesar 1/2 bagian dari harta bersamanya dengan pewaris, terdapat 

pula 1/4 bagian untuk seorang istri beda agama dalam bentuk wasiat ijabah. 

Pada skripsi ini terdapat kesamaan yaitu tentang hak waris istri non muslim 

menurut hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, 

tetapi penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang kedudukan seorang istri 

non muslim, sedangkan skripsi karya Miftakhul Hakim meneliti analisis dari 

sudut pandang Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 seperti jumlah 

besar bagian yang diterima.12 

Skripsi karya Jajang Wihana, Universitas Islam Negeri Maliki Malang 

tahun 2012 yang berjudul “Tinjauan Ushul Fiqh terhadap Fatwa Yusuf al-

Qardlawi tentang Kebolehan Seorang Muslim Menerima Warisan dari Kerabat 

Non Muslim”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa cara pemahaman Yusuf al-

Qardlawi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar, Mu’awiyyah dan 

Muadz. Selain itu beliau mengqiyaskan masalah waris dengan kebolehan 

seorang muslim menikahi perempuan kafir dan boleh mengambil harta 

ghanimah. Pada skripsi ini terdapat kesamaan yaitu meneliti tentang kewarisan, 

 
12 Miftakhul Hakim Bagus Hermanto, “Tinjauan Hukum Islam tentang Ahli Waris 

Beda Agama (Analisis terhadap Putusan Mahkamah agung RI Nomor16K/AG/2010)”, 

Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo (2014), hlm. 94. 
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namun penelitan yang penulis lakukan yaitu meneliti kedudukan seorang istri 

non muslim dalam kewarisan sedangkan skripsi karya Jajang Wihana meneliti 

kewarisan seorang muslim dari non muslim berdasarkan ushul fiqh.13  

Kesimpulan dari penelitian terdahulu di atas menunjukan bahwa 

beberapa pandangan hukum baik hukum positif maupun hukum islam tidaklah 

sama. Meskipun masih banyak kekurangan dari berbagai sisi, namun berusaha 

memberikan keadilan bagi istri non muslim. 

E. Kerangka Teori 

Penelitian ini membandingkan antara Kompilasi Hukum Islam Pasal 

171 dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 terkait kedudukan istri 

non muslim dalam kewarisan. Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 

menjelaskan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam, karena 

perbedaan agama dapat memutus syarat untuk menjadi ahli waris. Meskipun 

keduanya memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan. 

Sedangkan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 menjelaskan bahwa 

ahli waris beda agama tetap mendapatkan hak-haknya dalam kewarisan, yaitu 

mendapat harta waris dengan adanya wasiat wajibah. 

Dalam peneltian ini penulis menggunakan teori keadilan. Teori 

keadilan merupakan teori yang menyangkut hak dan kebebasan. Di antara 

teori-teori keadilan menurut para ahli yaitu: 

 
13 Jajang Wihana, “Tinjauan Ushul Fiqh terhadap Fatwa Yusuf al-Qardlawi tentang 

Kebolehan Seorang Muslim Menerima Warisan dari kerabat Non Muslim”, Skripsi 

Program Sarjana Perpustakaan UIN Malik Ibrahim (2012), hlm. 93. 
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1. Teori Keadilan Al-Farabi 

Al-Farabi memfokuskan teori-teorinya pada tatanan politik. Ia setuju 

dengan pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa tidak ada tatanan 

politik yang dapat bertahan kecuali dibangun di atas kualitas keunggulan, 

kesempurnaan dan keadilan. Bagi Al-Farabi, keadilan adalah kebaikan-

kebaikan tertinggi yang diupayakan manusia untuk diolah dan ditanam di 

dalam dirinya karena merupakan suatu pondasi yang diatasnya ditegakkan 

tatanan politik.14 

2. Teori Keadilan Aristotels 

Berdasarkan filsafat hukum Aritoteles “karena hukum hanya bisa 

didapatkan dalam kaitannya dengan keadilan”.15 Pandangan ini sebagai 

suatu pemberian hak persamaan bukan persamaratakan. Adapun keadilan 

menurut pandangan Aristoteles dibagi menjadi dua macam keadilan, yaitu 

distributif dan komunikatif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang 

memberikan kepada sesorang sesuai dengan porsi berdasarkan 

prestasinya. Sedangkan keadilan komunikatif merupakan keadilan yang 

memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-

 
14 Agus Romadlon Saputra, “Konsep Keadilan Menurut Al-Qur’an dan Para 

Filosof “ Dialogia: Islamic Studies and Social Journal, Vol. 10:2 (2012), hlm. 185-200. 

 
15 L. J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-26 (Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1996), hlm. 1. 
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bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar 

menukar barang dan jasa.16  

F. Metode Penelitian 

Adapun yang dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dimana penelitian ini merupakan penelitian yang mengacu pada 

norma hukum baik itu dalam perundang-undangan maupun yang berkembang 

di masyarakat.17  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian literatur/kepustakaan (library 

research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan 

dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, 

maupun laporan hasil penelitian terdahulu.18 Penelitian ini dilakukan 

dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, 

berupa Al-Qur’an, hadis, kitab, buku-buku hukum maupun hasil 

penelitian. 

2. Sifat Penelitian 

 
16 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung: Nuansa 

dan Nusamedia, 2004), hlm. 25. 

 
17 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), hlm. 105. 

 
18 IqbaI Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), hlm. 5. 
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Sifat penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif-

komparatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat 

mendeskripsikan, menggambarkan, dan memaparkan secara jelas satu 

fokus sasaran yang menjadi permasalahan dalam penelitian.19 Penelitian 

ini berfokus pada penjelasan uraian dan melakukan perbandingan antara 

dua pendapat mengenai kedudukan istri non muslim dalam kewarisan 

kewarisan menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan 

Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, dan pandangan teori 

keadilan Al Farabi dan Aristotles.  

3. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang dipakai peneliti adalah filosofis. Pendekatan 

filosofis bertujuan untuk meneliti pemikiran tokoh atau cara pandang 

tokoh yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah 

mengenai sesuatu yang nampak. Pada penelitian ini pendekatan filosofis 

digunakan untuk mengkaji teori keadilan dalam perspektif para ahli 

filusuf. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan studi 

Pustaka terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan 

dalam penelitian. Studi pustaka yang digunakan adalah studi pustaka 

 
19 Ulya, Metode Penelitian Tafsir, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), hlm. 19. 
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teknik simak yang dibagi menjadi beberapa teknik, antara lain teknik catat. 

Teknik catat merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

menggunakan buku-buku, literatur ataupun bahan pustaka, kemudian 

mencatat atau mengutip pendapat para ahli yang ada di dalam buku 

tersebut untuk memperkuat lan  dasan teori dalam penelitian. Teknik simak 

catat ini menggunakan buku-buku, literatur, dan bahan pustaka yang 

relevan dengan penelitian yang  dilakukan, biasanya dapat ditemukan di 

perpustakaan maupun di tempat penulis  melakukan penelitian.  

Sumber data merupakan subjek dari mana data penelitian tersebut 

diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Bahan Primer 

Bahan Primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dalam salinan 

bukunya, yaitu: 

1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (KHI) 

2) Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 

3) Buku Teori Keadilan 

b. Bahan Sekunder 

Dalam penelitian ini bahan sekunder meliputi data pendukung 

yang diperoleh dari bahan bacaan lain dan berbagai literatur seperti 

karya ilmiah skripsi, tesis, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan 

konsep status non muslim, konsep hukum kewarisan Islam, konsep 

keadilan serta dokumen-dokumen lainnya. 
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c. Bahan Tersier 

Bahan tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Hukum 

maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mempermudah peneliti 

memahami dan menyimpulkan sumber primer dan sekunder. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif-kualitatif-komparatif. Teknik analisa data dengan menggunakan 

deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi yang bertitik tolak pada 

suatu pokok permasalahan serta memberikan kesimpulan. Adapun teknik 

analisis data kualitatif merupakan proses analisis data berupa kata-kata dan 

tidak melibatkan angka. Teknik analisa data dengan menggunakan 

komparatif merupakan suatu penulisan yang membandingkan antara data 

satu dengan data yang lainnya kemudian ditarik kesimpulan.20 Adapun 

pada penelitian ini teknik analisis data yang berupa kata-kata tersebut 

penulis berusaha mendeskripsikan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan 

Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 kemudian membandingkan 

keduanya tentang kedudukan istri non muslim dalam kewarisan dengan 

dasar pertimbangan teori keadilan.  

 
20 Lexy J. Monolog, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet ke-4, (Bandung: 

Rosdakarya, 2004), hlm. 54. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini peneliti membagi dalam beberapa bab untuk 

mempermudah peneliti maupun pembaca. Adapun bebrapa bab diantaranya: 

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memaparkan beberapa hal meliputi 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, 

telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan 

penelitian.  

BAB II pada bab ini berisi tentang tinjauan teori tentang keadilan.  

BAB III berisi tentang konsep Kompilasi Hukum Islam pasal 171 dan 

Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 tentang kewarisan terhadap istri 

non muslim.  

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab memaparkan 

tentang analisis perbandingan teori keadilan terhadap kedudukan istri non 

muslim dalam kewarisan berdasarkan konsep Kompilasi Hukum Islam pasal 

171 dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, dan pandangan teori 

keadilan Al Farabi dan Aristotles.  

BAB V Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, 

saran-saran dan kata penutup disertai lampiran-lampiran dan daftar Pustaka. 
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BAB V 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kedudukan istri non muslim menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 

dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 memiliki kesamaan 

yaitu bukan merupakan ahli waris. Serta perbedaan diantara dua hukum 

tersebut yaitu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 istri non muslim 

tidak mendapatkan harta waris, sedangkan pada Putusan Mahkamah 

Agung No.16K/AG/2010 istri non muslim mendapatkan harta waris 

melalui wasiat wajibah. 

2. Berdasarkan teori keadilan Al-Farabi kedudukan istri non muslim pada 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Putusan Mahkamah Agung 

No.16K/AG/2010 sudah sesuai dengan dengan prinsip keadilan yang 

berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist. Dan berdasarkan teori keadilan 

Aistoteles, kedudukan istri non muslim pada Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 171 tidak sesuai dengan teori keadilan distributif dan komutatif 

Aristoteles. Dan Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 kedudukan 

istri non muslim tidak sesuai dengan teori keadilan Aristoteles, namun 

pemberian wasiat wajibah sesuai dengan teori keadilan distributif 

Aristoteles.  

B. Saran-saran 

Setalah melakukan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka 

penulis memberikan saran-sran sebagai berikut: 
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1. Apabila sesorang akan pindah agama atau murtad, sebaiknya 

memperhatikan akibat hukum yang akan terjadi pada dirinya setelah keluar 

dari Islam. 

2. Seiring dengan perkembangan masalah pada masyarakat Indoensia yang 

makin kompleks, maka perlu mengadakan pengkajian ulang terhadap hal-

hal yang selama ini dianggap final. Pemerintah diharapkan melakukan 

pembaruan hukum terhadap Kompilasi Hukum Islam untuk mengisi 

kekosongan hukum yang ada di Indonesia, khususnya dalam bidang 

kewarisan beda agama yang terjadi di era kontemporer ini.  
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